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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hukum Pemilu telah selesai di
susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan
sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang
memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Pemilu.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap
Hukum Pemilu. Pemilu dalam negara demokrasi sejatinya adalah proses
politik untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara
yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka
kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu
kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang
jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan
Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan vyang
berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi,
mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa
pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat
secara luas.

Wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang
besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas
nasional menuntut penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki
kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu
dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Perlu
dilakukan upaya untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan
masyarakat yang menuntut peran parpol dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara serta tuntutan mewujudkan parpol sebagai organisasi yang
bersifat nasional dan modern. Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh
melalui pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan
kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan



hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga
negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan
karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.

September, 2023
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BAB 1

PENGERTIAN DAN FUNGSI PEMILIHAN UMUM

A. PENGERTIAN PEMILIHAN UMUM

Pengertian Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses
demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara
langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan
mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan
rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan
negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan
kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih
para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam
Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak
untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang
mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa
yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional,
maupun nasional. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-
prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan
memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan
aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan
sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. Selain
itu Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat
dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan
duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden
dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin
pemerintahan (eksekutif). Democracy is a set of rules designed to promote
self-government. Democracy comes from the greek words demos, which
means the people, and kratis, meaning to rule. In simple terms, democracy
is a form of government in which the people govern, either directly or
through elected representatives. (Demokrasi adalah seperangkat aturan
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BAB 2

PENGATURAN HUKUM PEMILU

A. LATAR BELAKANG
Pemilu dalam negara demokrasi sejatinya adalah proses politik untuk

mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddigie, ada dua hal pokok yang
menjadi syarat dan unsur penting bagi negara demokrasi yakni konstitusi
yang demokratis dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan
hak-hak warga negara. Pendapat lJimly Asshiddigie sejalan dengan
kecenderungan negara-negara demokratis untuk menerima prinsip-prinsip
universal dan standar yang berlaku secara internasional dalam
penyusunan kerangka hukum Pemilu. Sumber-sumber utama dari prinsip-
prinsip universal dan standar-standar internasional dalam penyusunan
kerangka hukum pemilu diantaranya adalah berbagai deklarasi dan
konvensi internasional, regional, serta Deklarasi dan Konvensi PBB tentang

Hak Asasi Manusia dan dokumen hukum lainnya, diantaranya adalah:

(Komisi Pemilihan Umum, 2022)

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948;

2. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1960;

3. Konvensi Eropa tahun 1950 (bersama Protokolnya) untuk
Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi;

4. Dokumen Pertemuan Copenhagen tahun 1990 dari Konferensi
Dimensi Manusia pada Konferensi untuk Keamanan dan Kerja Sama
Eropa (CSCE);

5. Deklarasi Amerika tahun 1948 tentang Hak dan Kewajiban Manusia;

Konvensi Amerika tahun 1969 tentang Hak Asasi Manusia; dan

7. Piagam Afrika tahun 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

o
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BAB 3

SISTEM PEMILU

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 22 E
dalam Bab VII B menyatakan bahwa “pemilihan umum merupakan hak
dan kewajiban setiap warga negara yang dilaksanakan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau
Presiden dan Wakil Presiden” (Presiden Republik Indonesia, 2017). UUD
1945 merupakan dasar konstitusi yang kemudian ditindaklanjuti oleh
aturan perundang-undangan yang lebih rinci untuk mengatur pelaksanaan
Pemilu di Indonesia. Aturan-aturan ini mencakup Undang-Undang Pemilu,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan
peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan aspek teknis maupun
prosedural Pemilu. Dengan demikian Pemilihan umum memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan suara mereka dan
berperan aktif dalam menentukan arah kepemimpinan negara. Dengan
demikian, pemilihan umum dapat dianggap sebagai instrumen politik yang
mendasar dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan politik tidak
berada dalam tangan segelintir individu atau kelompok kecil, melainkan
terletak pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. (Palenewen & Yanur,
2022)

UUD 1945 menyediakan landasan konstitusional bagi pelaksanaan
pemilihan umum. Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 mengatur
prinsip-prinsip dasar pemilihan umum dan pemilihan presiden/wakil
presiden. Selain itu, UU Pemilu menjadi dasar hukum dalam mengatur
sistem pemilu di Indonesia. UU Pemilu memberikan kerangka hukum yang
lebih rinci mengenai pelaksanaan pemilihan umum, termasuk tentang
“sistem pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
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BAB 4

ASAS-ASAS PEMILU

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam
negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Penyelenggaraan
Pemilu selalu menjadi program pemerintah atau program kerja cabinet,
meskipun tidak semua cabinet menempatkannya pada prioritas utama.

Dalam konteks negara demokrasi berdasarkan hokum dan masyarakat
yang demokratis, Pemilu sebagai salah satu mekanisme demokrasi yang
harus dilaksanakan berdasarkan aturan hokum yang berpuncak kepada
konstitusi sebagai “the supreme law of the land”. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu proses pergantian kekuasaan
secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan asas-asas yang
digariskan dalam konstitusi, karena pemilu merupakan kegiatan politik
yang sangat penting dalam suatu proses penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan yang demokratis.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa paham
kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik
dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Rakyatlah yang
menentukan corak dan cara pemerintahan yang akan diselenggarakan.
Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara dan
pemerintahannya itu.

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa
juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (representative
democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Di dalam
prakteknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil
rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.
Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat
itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta
tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam
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BAB 5

PARTAI POLITIK

PENDAHULUAN

Kemunculan atau kelahiran partai politik (parpol) yang ada di
Indonesia khususnya bersamaan juga dengan munculnya atau lahirnya
gerakan-gerakan kebangsaan. Keberadaan suatu parpol yang ada di
Indonesia dapat dilihat dan ditelaah dari sejak eranya penjajahan Belanda.
Pada era tersebut sudah mulai muncul dan berkembang kekuatan-
kekuatan politik dalam tahap pengelompokan yang diikuti dengan
polarisasi, ekspansi, dan juga pelembagaan (Huntington, 1968).
Munculnya berbagai organisasi dalam politik merupakan hasil pendidikan
modern pada waktu itu, ketika diberlakukannya kebijakan politik etis oleh
pemerintah kolonial Belanda (Niel, 1984). Walaupun tujuan utama dari
pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda pada waktu itu sebenarnya
hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan perihal administrasi dan
birokrasi kolonial dalam tingkat bawah atau rendah (Budiardjo M. , 2008),
namun hal tersebut bisa memantik dan telah membangkitkan akan
kesadaran kesatuan, kebangsaan, dan cita-cita untuk kemerdekaan
melalui gerakan politik.

A. PENGERTIAN PARTAI POLITIK

Dalam dunia politik perihal partai politik (parpol) memiliki pengertian
atau definisinya, apa yang dinamakan dengan parpol. Ketika berbicara
parpol dan politik dalam masyarakat Indonesia ada dua kubu atau
golongan dalam menjelaskan apa itu parpol dan apa itu politik. Pertama
kubu atau golongan yang pro terhadap parpol dan politik, dan yang kedua
adalah kubu atau golongan yang kontra dengan parpol dan politik. Kubu
yang pro terhadap parpol dan politik adalah mereka dari golongan yang
menganggap parpol dan politik merupakan kebutuhan untuk membangun
bangsa, negara, dan untuk kepentingan rakyat. Sementara golongan yang
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BAB 6

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang adil, transparan, dan
jujur dalam sebuah negara demokrasi menjadi landasan utama dalam
menjalankan sistem politik yang mewakili kepentingan rakyat. Di
Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan sebagai lembaga yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan
berintegritas. Kedudukan KPU sebagai lembaga independen menjadi dasar
yang kuat dalam menjamin proses pemilihan umum yang berlangsung
sesuai dengan prinsip dan kode etik penyelenggara pemilu internasional.

Pendirian KPU mengalami pasang surut sejak pertama kali dibentuk
pasca kemerdekaan, kondisi ini terus membaik seiring masa-masa transisi
menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya. Landasan hukum
yang kuat diperlukan untuk menjamin independensi, kewenangan, dan
tugas-tugas yang diemban oleh KPU. Melalui hukum pendirian ini, KPU
diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai
tahapan pemilihan umum secara adil dan transparan.

Salah satu instrumen hukum yang mendasari pendirian KPU adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini
merupakan payung hukum yang komprehensif yang mengatur semua
aspek terkait pemilihan umum di Indonesia. Dalam undang-undang ini,
diatur tentang struktur, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab KPU
dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Selain itu, keberadaan KPU juga diperkuat oleh keputusan-keputusan
lain yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau eksekutif. Keputusan
tersebut memberikan petunjuk lebih lanjut tentang tugas dan tanggung
jawab KPU dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keputusan-keputusan ini
dapat mencakup pedoman teknis, peraturan kampanye, aturan
pendanaan kampanye, dan lain sebagainya.
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BAB 7

CALON ANGGOTA LEGISLATIF

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan
presidensil, dimana adanya pemisahan kekuasaan yakni legislatif,
eksekutif, dan yudikatif atau biasa disebut trias politica. Tiga sistem
kekuasaan ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu
negara. Salah satu sistem kekuasaan yaitu legislatif, legislatif adalah
lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat dan
menetapkan undang-undang, menyetujui anggaran negara atau APBN dan
melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Adapun legislatif
terdiri atas MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Untuk dapat menjadi anggota legislatif diperlukan persyaratan dan
tahapan seleksi yang cukup ketat yang diadakan oleh Komisi Pemilihan
Umum, persaingan bakal calon anggota legislatif dari berbagai partai
politik harus memahami apa saja tugas dan tanggung jawab serta harus
beretika dan berintegritas agar amanah dalam mengemban tugas yang
dipercayakan oleh rakyat Indonesia.

B. PENGERTIAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Calon Anggota Legislatif atau Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah
seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di
calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat 14
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
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BAB 8

PENYELENGGARAAN PEMILU

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang termuat dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, terdapat tiga bentuk penyelenggara pemilu yang
masing-masing memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban yang berbeda,
yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP). KPU merupakan instrumen negara yang dibentuk secara
berjenjang di setiap tingkatan wilayah dengan tugas utama sebagai
penyelenggara teknis pemilu. Dapat dimaknai bahwa KPU adalah lembaga
negara yang melindungi hak politik warga negara dalam setiap kontestasi
kepemiluan. KPU diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan terkait
pemilu yang mengikat semua elemen yang terlibat langsung dalam proses
pemilu. Bawaslu hadir sebagai lembaga yang berkewajiban untuk
mengawasi proses pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU, termasuk
peserta pemilu. Dengan tugas tersebut Bawaslu memiliki kewenangan
untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai kaidah yang berlaku.

Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada
1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan
Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), dengan disahkannya Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional
Indonesia Pusat (UU No. 12/1946). Setelah revolusi kemerdekaan reda
pada 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan
Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan
Indonesia (PPI). Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan
menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Panitia Pemilihan Indonesia, 1958).

Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) berkedudukan di ibukota Negara,
Panitia Pemilihan berkedudukan di setiap daerah pemilihan, Panitia
Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap Kabupaten, Panitia
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BAB 9

PELANGGARAN PEMILU

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan instrumen utama negara
demokrasi. Tidak ada negara demokrasi yang tidak menyelenggarakan
pemilu. Melalui pemilu, rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan, rakyat
menentukan para wakil mereka untuk duduk sebagai anggota parlemen
(legislatif) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Sebagai instrumen
untuk menerjemahkan penyerahan kedaulatan dari rakyat kepada para
wakilnya, pelaksanaan pemilu harus dipersiapkan secara baik melalui
pengaturan-pengaturan secara baik agar hasil yang diperoleh sungguh-
sungguh mempresentasikan rakyat secara keseluruhan.

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi
jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum yang dilakukan secara
langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat
guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(Sulchan, 2016)

Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi, meskipun demokrasi tidak
sama dengan pemilu, namun pemilu merupakan salah satu aspek
demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan secara
demokratis.

Pemilu merupakan salah satu dari sekian banyaknya hak asasi warga
negara yang sangat prinsipil, karena dalam rangka pelaksanaan hak-hak
asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan
pemilihan umum sesuai dengan asas bahwa rakyat adalah yang berkuasa.
Maka suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak
mengadakan pemilihan umum atau memperlambat pemilihan tanpa
persetujuan dari wakil-wakil rakyat. Secara etimologi, asal kata demokrasi
berasal dari bahasa latin, yakni demos, yang artinya rakyat dan kratos,
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BAB 10

PENANGANAN SENGKETA PEMILU

A. PENDAHULUAN

Buku ini menggambarkan topik berkaitan dengan penanganan
sengketa pemilu yang merupakan bagian dari hukum Pemilu. Buku ini
dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa yang mempelajari Hukum Pemilu,
baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Penanganan Sengketa Pemilu berisi pengertian sengketa Pemilu, sengketa
proses Pemilu, perselisihan hasil Pemilu, tindak pidana Pemilu dan
penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Pada bab ini diharapkan para mahasiswa dapat mempelajari dan
memahami seluruh materi yang disajikan. Setelah mahasiswa mempelajari
dan memahami materi-materi dalam bab ini, para mahasiswa dapat
mengerjakan soal-soal latihan dengan menggunakan materi yang tersedia.

B. PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pasti menimbulkan
masalah-masalah hukum. Pemilu sebagai ruang perwujudan demokrasi
tentu terjadi saling beradu argumen politik untuk kepentingan bangsa dan
negara, isu-isu politik yang menarik simpati dari para konstituen, dan
strategi politik untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu sehingga
dianggap layak untuk mewakili kepentingan rakyat. Sebagai perwujudan
demokrasi tersebut, penyelenggaraan Pemilu memungkinkan terjadinya
berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan
pemenangan Pemilu. Hal ini berarti, penyelenggaraan Pemilu akan dinilai
berkualitas tidak saja terkait kuantitas partisipasi konsituen, maka Pemilu
memerlukan legalitas dan legitimasi. Adanya legalitas dan legitimasi ini
akan menentukan kualitas dan keadilan Pemilu.
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BAB 11

PERAN MEDIA DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana termaktub di dalam undang-undang No.7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu)
adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sarana kedaulatan rakyat maka
pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas: 1. Langsung, rakyat
pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya
sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara; 2. Umum,
artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah
menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak
dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian); 3. Bebas, artinya
rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya
pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapa pun/dengan apapun; 4.
Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan
diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apapun siapa yang
dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot); 5. Jujur,
artinya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggaraan pelaksana,
pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau
Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak
langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 6. Adil, artinya dalam penyelenggaraan Pemilu
setiap pemilihan dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan
yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Konsekuensi dari
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BAB 12

TANTANGAN PEMILU DI MASA DEPAN

PENDAHULUAN

Pemilu di masa depan akan terpengaruh oleh berbagai faktor dan
menghadapi tantangan baru yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa
aspek yang mungkin menjadi ciri pemilu di masa depan: (Fajar Setyaning

Dwi Putra et al., 2022); (Ramadhani et al., 2022); (Mustanir et al., 2023);

(Amane, Lopulalan, et al., 2023)

1. Teknologi yang Terus Berkembang: Kemajuan teknologi seperti
kecerdasan buatan, analisis data, blockchain, dan internet of things
akan mempengaruhi pemilu di masa depan. Pemilihan elektronik
mungkin lebih umum digunakan, dengan penggunaan teknologi untuk
verifikasi pemilih, pencatatan suara, dan pelaporan hasil yang lebih
cepat. Namun, tantangan keamanan dan privasi terkait dengan
penggunaan teknologi ini juga perlu diperhatikan, (Amane, Febriana,
et al., 2023).

2. Peran Media Sosial: Media sosial telah menjadi kekuatan besar dalam
pemilu saat ini, dan ini kemungkinan akan berlanjut di masa depan.
Penyebaran informasi cepat, viralitas, dan potensi penyebaran berita
palsu akan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Regulasi yang
bijaksana dan pendidikan literasi media dan informasi akan menjadi
penting untuk mempromosikan partisipasi yang sehat dan
pemahaman yang akurat bagi pemilih.

3. Partisipasi Pemilih yang Meningkat: Di masa depan, upaya akan terus
dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pendekatan
inovatif seperti pemungutan suara Online, pemungutan suara melalui
ponsel pintar, atau bahkan penggunaan teknologi biometrik untuk
identifikasi pemilih dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan
pemilih. Namun, tantangan dalam hal keamanan, privasi, dan
aksesibilitas juga perlu diperhatikan.
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BAB 13

DANA PEMILU

A. PENDAHULUAN

Dana Pemilu adalah dana yang diperuntukkan untuk membiayai
kegiatan pemilihan umum di suatu negara(Badoh & Dahlan, 2010).
Kegiatan pemilihan umum mencakup berbagai aspek seperti
penyelenggaraan pemungutan suara, kampanye, pengawasan, dan
penghitungan suara(Husein, 2014). Dalam banyak negara, dana Pemilu
bersumber dari berbagai sumber seperti anggaran pemerintah,
sumbangan pribadi, dan dana partai politik(Binowo, 2022). Namun,
penting untuk memastikan bahwa sumber dan penggunaan dana Pemilu
dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mengikuti aturan dan
peraturan yang berlaku(Afifuddin et al., 2015).

Terkait dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam
penggunaan dana Pemilu, United Nations Development Programme
(UNDP) pernah menyatakan dalam laporannya bahwa Transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan dana Pemilu sangat penting untuk
memastikan integritas dan kepercayaan publik dalam proses pemilihan
(Sukriono, 2018). Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi,
pengelolaan dana Pemilu juga semakin kompleks dan beragam. Oleh
karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat transparansi dan
akuntabilitas dalam penggunaan dana Pemilu melalui berbagai mekanisme
seperti audit, pelaporan keuangan, dan pemantauan oleh lembaga
independen (Junaidi, 2012). Selain itu, penting juga untuk memperhatikan
aspek pengaturan sumber dan jumlah dana Pemilu agar tidak
menimbulkan ketimpangan dan kecurangan dalam proses pemilihan
(Sugiwa et al., 2015). Pengaturan yang baik dapat memastikan bahwa
partai politik dan calon memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti
proses pemilihan (Rahmatunnisa, 2017).
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